BAB YV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Metode persentase penyelesaian sangat membantu perusahaan dalam
mengatur keuangan perusahaan yang dalam satu periode bisa memiliki
lebih dari satu kontrak kerja karena metode ini memperlihatkan laporan
laba rugi secara wajar.

2. Pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian
menggunakan pendekatan proper matching concept (membandingkan
biaya dan pendapatan secara layak) merupakan metode yang paling
cocok untuk kontrak kerja jangka panjang Karena mengakibatkan
laporan laba rugi setiap periode dilaporkan secara wajar. Sebaliknya,
apabila perusahaan menggunakan metode pengakuan pendapatan

berdasarkan kontrak selesai pada kontrak jangka panjang, maka dapat

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

menimbulkan laporan laba rugi dilaporan secara tidak wajar pada setiap
periode. Untuk kontrak kerja jangka pendek, perusahaan dapat

menggunakan metode pengakuan pendapatan berdasar persentase
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penyelesaian atau kontrak selesai, dengan ketentuan kontrak tersebut
terjadi kurang dari atau selama satu tahun dan pada periode yang sama.

3. Perlu diketahui bahwa metode persentase penyelesaian memiliki

kelemahan, yaitu jika terjadi kerja kurang atau kerja tambah dalam suatu

kontrak kerja maka persentase kemajuan kerja/ progress/ nilai prestasi
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5.2

a4

harus diteliti kembali, dan jika terjadi perubahan taksiran/ estimasi total
biaya maka pendapatan yang sudah diakui di tahun sebelumnya harus

diteliti kembali.

Saran

Supaya perusahaan tetap menggunakan metode pengakuan pendapatan
berdasar persentase penyelesaian karena metode ini sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34 tahun 2009
paragraf 23 yang menyatakan bahwa“...Metode ini memberikan informasi
yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu
periode.”

Supaya perusahaan tetap menggunakan metode pengakuan pendapatan
berdasar persentase penyelesaian karena metode ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 pasal 17 yang
menyebutkan bahwa “Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dapat
ditetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya dalam hal- hal tertentu
sesuai dengan kebijakan Pemerintah.”Dengan penjelasan bahwa “Pada
dasarnya saat pengakuan biaya dan penghasilan dilakukan secara asas
berdasarkan prinsip akuntansi tentang pengaitan biaya dengan penghasilan
matching of cost against revenues.” Penjelasan ini mendukung bahwa
metode pengakuan pendapatan yang tepat adalah metode persentase

penyelesaian karena menggunakan pendekatan proper
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

(O 1N

matching concept. Sedangkan metode kontrak selesai tidak menggunakan
pendekatan tersebut.

Supaya perusahaan tetap menggunakan metode pengakuan pendapatan
berdasar  persentase  penyelesaian dengan memperhatikan  dan
mengantisipasi adanya kerja kurang atau kerja tambah yang dapat
berpengaruh terhadap estimasi total biaya proyek. Untuk itu perusahaan
disarankan dapat melihat pengalaman proyek sebelumnya (flash back) dan

memperhitungkan biaya tak terduga (contingencies).
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan

undang yang berlaku.

dituntut sesuai dengan undang
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